
  

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 20 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

Menimbang : 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ketentuan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021: 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

  

 



10. 

11. 

  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4687), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahn Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757): | 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801): 

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia — Nomor 

4027), 
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738): 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577), 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

  

  
  

 



  

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178): 

22. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang 

Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 6279): 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6523): 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 

: 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara Nomor 84), 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 

Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172), 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 257). 

  

  

  

 



  

  

Menetapkan : 

29.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 262). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG 

PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.681.080.994,57 

  

  

b. Dana Perimbangan Rp. 679.471.841.133,00 

c. Lain-lain pendapatan 

yang sah Rp. 18.658.038.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 725.810.960.127,57 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung |. 

1) Belanja pegawai Rp. 254.912.074.007,00 

2) Belanja Bunga Rp. 357.050.000,00 

3) Belanja Hibah Rp. 7.374.994.225,00 

4) Belanja Bantuan 
Sosial Rp. 2.694.200.000,00 

5) Belanja Bagi Hasil 
Pajak Rp. 572.581.616,00 

6) Belanja Bantuan 
Keuangan Rp. 149.022.818.164,00 

7) Belanja Tak Terduga Rp. 1.649.045.545.00 

Jumlah Rp. 416.582.763.557,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Barang dan 
Jasa Rp. 186.886.543.634,27 

2) Belanja Modal Rp.. 131.839.030.962.05 

Jumlah Rp. 318.725.574.596,32 

Total Belanja Rp. 735.308.338.153,32 

Surplus/ (Defisit) (Rp. 9.497.378.025,75) 

3) Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp. 42.918.492.741,83 

b. Pengeluaran Rp. 2.716.374.949,00 

  

  

 



Jumlah Pembiayaan 
Netto Rp. 40.142.117.792,83 

Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun 
berkenaan Rp. 30.644.739.767,08 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

Pada-tanggal 3! Agustus 2022 

/ Fatsp Ar GOR NTALO UTARA,    
Diundangkan di Kwandang 

' Agustus 2022 

      
ONTP 

Serai DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 50? 

 


